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PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2020/PA.Dgl

> TIA0, L »
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan

dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sutarsun bin Moh. Karim, umur 44 tahun, NIK: 7210011407750001, agama
Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di
Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai
Pemohon.

Mengajukan Dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama:

Indri Oktavia binti Sutarsun, umur 18 tahun, NIK: 7210015010010002, agama
Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai
Anak Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari

2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di
kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor
2/Pdt.P/2020/PA.Dgl, tertanggal 02 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada
pokoknya sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama
Dewi Anggreni binti Sardin pada tanggal 11 Oktober 2002 di wilayah
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hukum Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,
sebagaimana tercatat dalam kutipan akata nikah Nomor; 114/33/111/2002,
tanggal 05 Januari 2013 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-
masing bernama ;

a. Indri Oktavia binti Sutarsun, umur 18 tahun
b.  Aan Ferggiawan binti Sutarsun, umur 16 tahun

2,

Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak kandung Pemohon

yang bernama Indri Oktavia binti Sutarsun dengan seorang laki-laki yang

bernama Novriansyah bin Alexsander Nanti.

3.
Bahwa syarat Perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya belum
terpenuhi persyaratan umurnya.

4.

Bahwa anak Pemohon yang bernama Indri Oktavia binti Sutarsun masih

di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, sampai saat
ini masih berumur 18 tahun.
5.

Bahwa Pemohon telah datang dan melapor ke Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi guna
mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan
alasan belum cukup umur sesuai dengan surat Penolakan Nomor:
492/Kua.22.11.02./Pw.01/11/2019 tanggal 16 Desember 2019.

6. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan
karena keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih sejak kurang lebih 1
(satu) tahun dan anak Pemohon telah hamil 5 bulan;

7. Bahwa Pemohon Mohon agar segera diberi izin untuk menikahkan anak
Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi
dipisahkan;
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8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada

larangan untuk melakukan pernikahan.

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon Mohon agar ketua pengadilan agama

Donggala cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan

dispenisasi kepada anak Pemohon bernama Indri Oktavia binti sutarsun

untuk menikah dengan Novriansyah bin Alexsander Nanti;

10.Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang

bernama Indri Oktavia binti Sutarsun untuk melangsungkan perkawinan

dengan dengan calon suami anak pemohon bernama Novriansyah bin

Alexsander Nanti.

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum
yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon, anak Pemohon
dan calon suami anak Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk
mengurungkan niatnya akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam
sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada
pokoknya menguatkan permohonan Pemohon dan mohon segera diberi
dispensasi untuk dinikahkan oleh Pemohon;
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Bahwa calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan dalam
sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang pada
pokoknya calon suami anak Pemohon menyatakan telah melakukan hubungan
layaknya suami istri dan mohon agar permohonan Pemohon segera diberi
dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan
keterangan dalam sidang sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan
yang pada pokoknya calon suami anak Pemohon menyatakan telah melakukan
hubungan layaknya suami istri dan telah hamil dan mohon agar permohonan
Pemohon segera diberi dispensasi untuk menikahkan anaknya dengan dirinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii permohonannya, Pemohon
mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan Nomor: 492
KUA.22.11.02/PW.01/11/2019 tanggal 16 Desember 2019, yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi, (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sutarsun (Pemohon), Nomor
: 7210011407750001, tanggal 08 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi, bermeterai cukup dan
dicocokan dengan aslinya, bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Anggreni (Istri
Pemohon), Nomor : 7210016306790001, tanggal 10 April 2013 yang
dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sigi,
bermeterai cukup dan dicocokan dengan aslinya, bukti (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sutarsun ( Pemohon) yang
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sigi Nomor : 7210011110107641 tanggal 14 April 2011, bermeterai cukup
dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.4);

5. Fotokopi akta nikah Nomor : 114/33/111/2002, tanggal 05 Januari 2013,
atas nama Pemohon dan istri bernama Dewi Anggreni yang dikeluarkan
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oleh kepala KUA, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, bermeterai
cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.5);

6. Fotokopi akta kelahiran atas nama: Indri Oktavia binti Sutarsun (anak
pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan
sipil Kabupaten Sigi, Nomor : 01368/Tlbt/2013/2001, tanggal 22 Februari
2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat yang dikeluarkan oleh
Dokter Puskemas Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Indri Oktavia
Nomor :445/812-1613/2019 bertanggal 30 Desember 2019, telah
bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan oleh Dokter
Puskemas Biromaru Kabupaten Sigi atas nama Indri Oktavia Nomor :
445/470-1546/2019 bertanggal 09 Desember 2019, telah bermeterai cukup
dan sesuai dengan aslinya, (P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexander (Pemohon),
Nomor 7210010107520038 tanggal 6 Desember 2012, yang dikeluarkan
oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi,
Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya
dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode
bukti (P.9) ;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasida (istri
Pemohon), Nomor 7210014505690005 tanggal 26 Desember 2012, yang
dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah dicocokkan
dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen
kemudian diberi kode bukti (P.10) ;

11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ahmad Ali alias Alexander
nanti Nomor 78/43/V/1996 tanggal 14 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi,
bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai
cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.11);
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12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alexander Nanti Nomor
7210011110105471 tanggal 28 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bukti tersebut
telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah
dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.12) ;

13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Novriansyah Nomor
4587/1ST/2010/2001 tanggal 13 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, bukti
tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan
telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.13);

14. Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Novriansyah Nomor
445/812-103/2020 bahwa benar yang bersangkutan berbadan sehat, bukti
tersebut dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Biromaru Kecamatan Sigi
Biromaru tanggal 27 Januari 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan
aslinya dan cocok, bermeterai cukup dan telah dinazegelen kemudian diberi
kode bukti (P.14);

B. Saksi-saksi:

1. A
bdul Rahmad bin Jah Wali umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani,

tempat kediaman di Desa Oloboju, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten
Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman
Pemohon;

B
ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya
yang bernama Indri Oktavia;

B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan
karena anak kedua Pemohon yang bernama Indri Oktavia, baru
berumur 18 tahun, sebagai calon Istri belum cukup umur sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
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ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

B

ahwa menurut saksi anak pemohon mampu mengurus rumah
tangganya;

B

ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon Suami
bernama Novriansyah berumur 18 tahun;

B
ahwa anak pemohon dengan calon suami harus dinikahkan karena

mereka sudah bergaul layaknya suami istri dan anak Pemohon telah
hamil 5 bulan;

B
ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa

anak pemohon telah bergaul layaknya suami istri;

B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah di melamar dan
Pemohon telah diterimanya;

B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling
suka sama suka;

B
ahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk
menikah;

B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak
ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi
halangan untuk menikah ;

B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah
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atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau
orang tuanya;

B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan
bekerja sebagai Petani, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak
pidana misalnya penyalah gunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

2. K
asmawati bin Moh. Timumun, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
Pensiunan URT, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Rapobei,
Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, di bawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut :

B
ahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai tetangga

Pemohon;

B
ahwa pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya

yang bernama Indri Oktavia;

B

ahwa saksi tahu pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan
karena anak kedua Pemohon yang bernama Indri Oktavia, baru
berumur 18 tahun, sebagai calon Istri belum cukup umur sebagaimana
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

ahwa anak Pemohon bekerja sebagai Petani;

B

ahwa menurut saksi anak pemohon mampu mengurus rumah
tangganya;

B

ahwa pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon Suami
bernama Novriansyah berumur 18 tahun;
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B
ahwa anak pemohon dengan calon suami harus dinikahkan karena

mereka sudah bergaul layaknya suami istri dan anak Pemohon telah
hamil 5 bulan;

B
ahwa sepengetahuan saksi dari pengakuan anak Pemohon bahwa
anak pemohon telah bergaul layaknya suami istri;

B
ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon sudah di melamar dan
Pemohon telah diterimanya;

B
ahwa setahu saksi anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling
suka sama suka;

B
ahwa anak pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk
menikah;

B
ahwa setahu saksi antara anak pemohon dengan calon suaminya tidak
ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi
halangan untuk menikah ;

B

ahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah
atas kehendak keduanya bukan atas paksaan dari orang lain atau
orang tuanya;

B

ahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan
bekerja sebagai Petani, berbudi baik, dan tidak pernah terlibat tindak
pidana misalnya penyalahgunaan narkoba atau perbuatan pidana lain;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan
sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk
segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian
tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2)
beserta penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduakalinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi
wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon
agar mengurungkan kehendaknya mohon dispensasi kawin dan menunggu usia
anak Pemohon hingga dewasa menurut ketentuan yang berlaku, namun tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7 dan. P.8,
yang telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu
bukti tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg dapat diterima sebagai
alat bukti yang nilai pembuktiannya digantungkan dengan bentuk alat bukti tulis
tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8. P.9, P10,
P.11, P.12, P.13 dan. P.14, adalah bukti tertulis berupa akta otentik, oleh karena
itu nilai pembuktiannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg memiliki nilai
pembuktian yang sempurna, cukup, dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti keterangan saksi
atas nama saksi Abdul Rahmad bin Jah Wali dan H.Tamil Budo bin Budo,
saksi-saksi tersebut ada yang hubungan sebagai kakak kandung Pemohon dan
ada yang memiliki hubungan sebagai tetangga dengan Pemohon. Oleh karena
itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974
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hasil perubahannya yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2020, maka saksi-
saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi
Kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama: Indri Oktavia dengan Ikal
Achim bin Achim Sirajang karena permohonan Pemohon untuk menikahkan
mereka telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru,
Kabupaten Sigi sebagaimana bukti P.1, disebabkan usia anak Pemohon
tersebut belum genap berusia 19 tahun sebagaimana bukti P.6, maka
permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2019 hasil revisi yang berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 anak pemohon belum genap
berusia 19 tahun sehingga penolakan yang dilakukan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Biromaru sesuai bukti (P.1) tersebut cukup beralasan
hukum. Oleh karena itu langkah yang ditempuh pemohon memohon agar diberi
dispensasi untuk menikahkkan anaknya adalah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, anak pemohon,
orang tua calon anak pemohon dan calon menantu pemohon serta para saksi di
persidangan, telah ditemukan fakta bahwa anak pemohon berumur kurang dari
19 tahun akan tetapi dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup
pantas melakukan pernikahan, dan berdasarkan bukti P.7 bahwa anak
Pemohon sehat dan tidak halangan untuk menikah meskipun masih dibawah
umur dan berdasarkan fakta dipersidangan calon suami anak pemohon
bernama Novriansyah bertanggungjawab, oleh karena itu dilihat dari segi
hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat dan dapat
menghawatirkan akan lebih jauh dalam perbuatan dosa (zina), yang
berkelanjutan maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan
lebih maslahah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan
segera apalagi calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan tani.
Oleh karena itu sesuai hasil Perubahan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 majelis perlu memberikan dispensasi kepada Pemohon
untuk menikahkan anaknya dan telah sesuai pula dengan Petunjuk Allah dalam
Al-Qur’an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :
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Terjemah: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika
mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-
Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Dan juga sesuai pendapat Ahli Figih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir
halaman 128 :

aslnall b3is alcl3ll e pla¥1 2 S

Artinya : “Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan
kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya
tidak ada halangan menurut ketentuan syar’i maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu
permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka menurut pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduaklinya
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Pemohon ;

Mengingat Pasal 6 dan 7 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 dan
Undang-undang No.16 tahun 2019 dan perubahannya, serta peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan dan hukum Syar’i yang berkaitan
dengan perkara ini ;
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MENETAPKAN

1. M
engabulkan permohonan Pemohon;
2. M

emberikan Dispenisasi Nikah kepada Anak Pemohon yang bernama Indri
Oktavia bin Sutarsun untuk menikah dengan laki-laki bernama Novriansyah
bin Alexsander Nanti;

3. M
embebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,- (dua

ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim tunggal yang dilangsungkan
pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal
02 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Karmin. M.H. . sebagai Ketua
Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. dan Ihsan, S.H.l, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Sitti Rabiyah, S.H.l.. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis
ttd ttd
Dra. Hj, St. Hasmah, M.H. Drs. H. Karmin. M.H.
Hakim Anggota
ttd
Ihsan, S.H.I Panitera Pengganti
Ttd

Hj. Sitti Rabiyah, S.H.I.
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Perincian Biaya

1 Pendaftaran : Rp. 30.000

2 Biaya proses : Rp. 50.000

3 Panggilan : Rp. 150.000

4. Biaya PNBP : Rp. 10.000

5 Redaksi : Rp 10.000

6 Meterai : Rp. 6.000
Jumlah . Rp. 256.000

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Donggala, 27 Januari 2020
Untuk Salinan, sesuai dengan Aslinya.
Pengadilan Agama Donggala.

Panitera.

Usman Abu. S.Ag.
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